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Abstrak

Penelitian dengan judul “Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah Oleh
Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, penelitian ini titik beratnya pada kewenangan pembatalan produk hukum
daerah dalam rangka pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Pusat terhadap
Pemerintahan Daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Fokus utama pada penelitian ini yaitu mengkaji konsistensi
kewenangan pembatalan terhadap produk hukum daerah yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai
hubungan kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah bedasarkan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan penelitian ini, ingin mengetahui
kewenangan pembatalan (vernietiging) produk hukum daerah dalam konteks pembinaan
dan pengawasan oleh Pemerintah dalam Negara kesatuan serta mengharmonisasikan
kewenangan pengawasan produk hukum daerah dalam rangka pengendalian norma
hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945 oleh
Mahkamah Agung. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dalam
penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, dalam konteks Negara kesatuan
yang berdasarkan atas hukum, maka Pemerintah Pusat dapat mengawasi produk-produk
hukum daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI.
Tahun 1945; Kedua. Pemerintah Pusat (executive) berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara RI. Tahun 1945 seharusnya tidak dapat membatalkan produk hukum daerah
dalam rangka mengendalikan norma hukum (pengawasan represif/exevutive review).
Ditinjau dari konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) lembaga eksekutif
tidak memiliki konsep kewenangan untuk mengendalikan norma hukum yang berujung
pada pembatalan (virnietiging); ketiga, Pemerintah (eksekutif) dapat mengawasi produk
hukum daerah berdasarkan konsep desentralisasi dalam prinsip Negara kesatuan melalui
pengawasan preventif dan pengawasan melalui mekanisme executive preview.

Kata kunci: Kewenangan pembatalan produk hukum daerah, pengawasan dalam konteks
Negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum.



Abstract

Research entitled “The Authority of Local Law Product Cancellation Done by
The Government Seen from Indonesian Republic Constitutions Year 1945” emphasizes
on the authority of local law product cancelation in order for monitoring and
development of Central towards Local Government seen from Indonesian Republic
Constitutions Year 1945 as the monitoring authority relationship of Central Government
towards the local based on the Indonesian Republic Constitutions Year 1945. The
objective of this research is to find out cancellation authority (vernietiging) of local law
product in the context of development and monitoring done by Government in unitary
state and harmonizes monitoring authority of local law products in order to control legal
norms based on Republic Constitution Year 1945 by the Supreme Court. The research
method utilized is normative law research with statute approach. The analysis of this

research is descriptive and qualitative analysis.

The research result concludes: first, in the context of unitary state based on law,
Central Government can monitor local law products as long as it is not against Republic
Indonesia Constitution Year 1945; Second, Central Government (executive) based on
Indonesian Republic Constitution Year 1945 is not able to cancel local law product to
control law norms (repressive monitoring/executive review). Seen from the separation
of power, executive institution does not have authority concept to control law norms
which ends on cancellation (virnietiging); second, the Government (executive) can
monitor local law products based on decentralization in the principle of unitary state

through preventive monitoring and monitoring through executive preview mechanism.

Keywords: Local law product cancellation authority, monitoring in the context of
unitary state based on the law.
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